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Pajak mcrupakan sumber utama pendanaan dan p�:mbiayoan 

pengeluaran ncgara. Dalam usaha mcningkatkan penerimaan paJak. tiskus 

melakukan ckstensifikasi dan intens1fikasi penerimaan pajak. Ekstensiftkasi 

dilakukan dengan mcnangkatkan jumlah Wajib Pajak (WP) yang t�rdallar dan 

aktiC sedangkan intensifikasi dilakukan dengan meningkotkun dan mcngawasi 

kepatuhan Wajib Pajak dulam mclakukan kewajiban pcrpajakannya. Pencrimaan 

pajak yang mcrupnbn salnh sntu penerimaan negara dapal dipantou mcl;tlui 

Modul Penerimaan �cgara (MPN). Pcraturan Mentcri Kcunngan Nomor 021 

Pl\IK.05:2007 tcntang Modul Penenmaan Negara. pasal I angka I menyebutkan 

.. 1\.todul Penerimaan :\cgarJ adalah modul penerimaan yang mcmuat serangkaian 

prosedur mulai dari pcncrimaan, pcnyetoran, pengumpulan data, p�:ncatatan. 

pcngikhtisaran sampai dcngan pelaporan yang berhubungon dcngnn pcncrimaan 

ncgara dan merupakan bagian dnri Sistcm P�rbendaharaan dan Anggarao 

Negara". Melalui Mt1dul P�:ttt!dmaan Ncgara (MPN) terscbtll, Fiskus dapal 

mengakscs jumlah pc:nerimaan KPP yang masuk ke kas negara pc:r jcnis pajak dan 

per :\omor Pokok \\'ajib PaJak (�PWP). 

Sebelum tahun 2009. setiap penumpang yang akan bcrtolak kc luar 

negeri diw:tjibkan mcmbay:tr Fisknl Luar Negeri kecuali mcmcnuhi per:;yaratan 

umuk dibcrikan bebas IIska!. \Jamun sejak awal tahun 2009, dikeluarkan 
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pcraturan baru tcntang Fiskal Luar Negeri dimana para penumpang tiduk pcrlu 

mcmbayar Fiska\ Luar Negeri atau dikenakan beb:�s Iiska! apabila memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada 

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang dipergunak:lll 

sebagai tanda pengenal diri atau identitas. Hal ini tercantum dalam pasal I angka 

6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kctcntuan Umum dan Tata Cara 

Pcrpajak:m scbagaimana Ielah diubah dengau Uudaug-Undang Nomor 16 Tahun 

2009, yang juga diatur dalam PER Dirjcn Pajak Nomor 44/PJ/2008. Pembebasan 

Fiskal Luar Negeri bagi Wajib Pajak yang mcmiliki NPWP merupakan salah satu 

fasilitas perpajakan yang diberikan Direktorat Jendcral Pajak tcrhadap penumpang 

yang merupakan Wajib Pajak tcrdaftar yang hendak berpergian ke lunr ncgcri. 

Kcbijakan pemerintah untuk memberikan fasilitas bebas fiskal bagi 

Wajib Pajak yang rnemiliki NP\VP, yang diamanatkan dalam pasnl 25 ayat (8) UU 

PPh 2008 d:m pelaksanaannya didasarkan pacta Peraturan Direktur Jcndcral Pajak 

Nomor 53/PJ.12008, tcntu mcmiliki pengarub langsung pada penerimaan pajak 

ymru jenis pajak Fiskal Lunr Ncgeri. Dari survey pendahuluan yang saya lakukan 

pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prat:lllla Medan Polonia, dampak dan 

pcrubahan nyam yang tc1judi yaitu bcrkurangnya Pcncrimaan Fiskal Luar Nege1i 

akibat dari pemberlakuan peraturan kcwajiban bcr-NPWP tcrscbut. lni jelas akan 

terjadi karena dengan kebijukan tadi, para penumpang yang memiliki NPWP tidak 

perlu membayar tiskal sehingga pembayaran fiskal akan mengnlami pcnurunan. 

Tetapi di sisi lain, kebijakan ini juga mendorong adanya pertumbuhan \Vajib 

Pajak karena kcbijakan ini mcrangsang masyarakut untuk mendaftarkan diri 
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